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BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2022 



KATA PENGANTAR 

 

 Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, kami telah dapat menyusun 

Laporan Rencana Kerja Tahun 2023 (RENJA). Sebagai Organisasi  Perangkat Daerah (OPD), Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan adalah instansi Pemerintah Kota Medan merupakan unsur 

pelaksana urusan Pemerintah bidang penanggulangan bencana. 

 Oleh karenanya penyelenggaraan Pemerintah Daerah, akan berpengaruh dari kelancaran 

pelaksanaan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah yang ada, maka penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah harus juga tercermin dari setiap Organisasi Perangkat Daerah, Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah Kota Medan berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja  Tahun 2023. 

 Penyusunan RENJA ini penting bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan, 

berisikan Rencana Kerja selama satu tahun ke depan, sehingga dapat menjadi Acuan Program dan 

Kegiatan selama satu Tahun.     

       Akhir kata, semoga Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota 

Medan Tahun 2023 ini  dapat dimanfaatkan dengan sebaiknya dalam proses pembangunan Kota 

Medan menjadi kota masa depan yang multikultural, berdaya saing, humanis, sejahtera dan 

relijius.         
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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

  Rencana Kerja   Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan Tahun 2023  adalah 

Panduan pelaksanaan Tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota 

Medan untuk  Satu Tahun.  Rencana Kerja  ini juga disusun dengan berpedoman pada RPJMD 

Kota Medan Tahun 2021-2026 sekaligus untuk memberikan kontribusi bagi keberhasilan 

pencapaian sasaran, agenda dan misi Pembangunan, serta Visi Misi Wali Kota Medan 

sebagaimana diamanatkan pada RPJMD dan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

Kota Medan Tahun 2021-2026 

 

1.2. Landasan Hukum 

 Dasar hukum urusan Penanggulangan Bencana yang dilaksanakan oleh Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan, sebagai berikut : 

a. Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan Pembangunan Nasional 

b. Undang-undang Nomor  32 Tahun 2004 tentang  Pemerintahan Daerah 

c. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. 

d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan,Pelaksanaan dan 

Pengendalian Perencanaan Pembangunan Daerah 

e. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan 

Bencana. 

f. Permendagri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah (BPBD). 

g. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi 

pembangunan daerah,tata cara evaluasi rancangan peraturan daerahtentang pembangunan 

jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah,serta tata cara 

perubahan rencana pembangunanjangka panjang daerah,rencana pembanguana jangka 

menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah. 

h. Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal 

i. Permendagri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Satandar 

Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota. 

j. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah 

Kota Medan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Penanggulangan 

Bencana; 
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k. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 01 Tahun 2017 tentang Kedudukan,Susunan Organisasi, 

Tugas dan Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah.  

1.3. Maksud dan Tujuan 

a. Maksud  

1. Sebagai Dokumen Perencanaan Pembangunan Kota di Bidang Penanggulangan Bencana 

yang memuat tujuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan. 

2. Memberikan arah pedoman penyusunan program dan kegiatan Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah Kota Medan. 

3. Sebagai penjabaran lebih lanjut Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota 

Medan Tahun 2021-2026. 

4. Sebagai komitmen Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan khususnya pada 

agenda prioritas Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan. 

 

b. Tujuan 

1. Mendukung program Wali Kota Medan di bidang Penanggulangan Bencana Kota Medan 

2. Sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Penanggulangan Bencana Kota agar 

lebih terarah, efisien, dan efektif sesuai dengan perencanaan dan penganggarannya. 

3. Sebagai pedoman untuk penilaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota 

Medan. 

4. Meningkatkan kualitas Penanggulangan Bencana yang transparan dan akuntabel. 

5. Sebagai instrumen koordinasi dalam Penanggulangan Bencana Kota. 

   

1.4. Sistematika Penulisan 

A. Bab  I :  Pendahuluan 

1.1 :  Latar Belakang 

1.2 :  Landasan Hukum 

1.3 :  Maksud dan Tujuan 

1.4 :  Sistematika Penulisan 

B. Bab   I I :  Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu 

 2.1 :  Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra 

 2.2 :  Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Perangkat Daerah 

 2.3 :  Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi 

 2.4 :  Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 

 2.5 :  Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 

C. Bab   III :  Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah 

 3.1 :  Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 
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 3.2 :  Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 

 3.3 :  Program dan Kegiatan 

D. Bab   IV :  Rencana kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah 

E. Bab   V :  Penutup 
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BAB  I I 

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 

 

2.1.  Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra 

 

 Penyelenggaraan urusan di bidang penanggulangan bencana daerah  selama kurun waktu 

tahun 2021 diimplementasikan ke dalam prioritas program dan kegiatan pokok sebagai berikut : 

1.   Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 

Implementasi pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten 

/menghasilkan output pokok sebagai berikut : 

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 

- Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yaitu dokumen Rencana Strategis 

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 

- Tersedianya Gaji dan tunjangan PNS selama 12 bulan. 

Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 

- Tersedianya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 

- Tersedianya komponen instalasi listrik untuk instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 

seperti bola lampu,kabel listrik dll. Kegiatan ini dimaksud untuk mendukung 

penyelenggaraan pelayanan tata usaha kantor. 

- Tersedianya alat alat kebersihan kantor dan bahan pembersihnya selama 12 bulan  seperti 

: cairan pembersih lantai, pewangi ruangan, sapu, kain pel dll. Kegiatan ini dilaksanakan 

agar tetap terjaganya kebersihan dan kerapian kantor setiap harinya 

- Tersedianya Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kertas HVS, A4, tinta printer,bolpoin, 

map,buku agenda dll. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mendukung penyelenggaraan 

pelayanan tata usaha kantor.  

- Tersedianya barang cetakan dan penggandaan seperti Kop surat,amplop, lembar disposisi 

dll Kegiatan ini dimaksudkan untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan tata usaha 

kantor. 

- Tersedianya barang cetakan dan penggandaan seperti Kop surat,amplop, lembar disposisi 

dll Kegiatan ini dimaksudkan untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan tata usaha 

kantor.  

- Tersedianya makanan dan minuman selama 12 bulan yang terdiri dari nasi kotak dan kue 

kotak dan pelaksanaan  

- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah sebanyak 20 kali. 
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Terlaksananya perjalanan dinas selama 1 tahun dalam rangka koordinasi dan konsultasi 

ke pemerintah pusat maupun pemerintah daerah lainnya. 

- Tersedianya jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran sebanyak 65 orang 

Pegawai Harian Lepas. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mendukung penyelenggaraan 

pelayanan administrasi / teknis perkantoran BPBD secara lebih efektif sesuai dengan 

beban tugas dan kebutuhan penyelenggaraan tupoksi. 

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 

- Terlaksananya pengadaan peralatan dan mesin lainnya seperti komputer dan laptop. 

- Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 

seperti lemari dan arsip pejabat. 

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

- Tersedianya air, listrik, telpon dan internet untuk 12 bulan guna mendukung 

penyelenggaraan pelayanan administrasi kantor. 

- Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor untuk 65 orang PHL selama 12 bulan. 

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

- Tersedianya  Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan 

Dinas Operasional atau Lapangan selama setahun seperti belanja bahan bakar minyak, 

service kendaraan operasional dan penggantian suku cadang. Kegiatan ini dimaksudkan 

untuk pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional guna mendukung sarana 

dan prasarana aparatur lebih optimal. 

- Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 

- Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung 

Kantor atau Bangunan Lainnya seperti pemeliharaan AC, service mesin cainsow, service 

laptop, service mesin foto copy, service printer, service kipas angin, service kompor gas, 

service CCTV, service genset, service televisi, perbaikan instalasi listrik dan perbaikan 

perahu guna mendukung sarana dan prasarana aparatur lebih optimal. 

- Terlaksananya Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi memlalui pembinaan fisik 

dan mental aparatur dan pelaksanaan olahraga bersama. 

2.    Program Penanggulangan Bencana  

Implementasi pelaksanaan Program ini menghasilkan kegiatan sebagai berikut : 

        Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota 

- Terlaksananya Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana 

Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) 

Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 

- Terlaksananya Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota 
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- Terlaksananya Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan 

Terhadap Bencana Kabupaten/Kota 

- Terlaksananya Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan 

- Terlaksananya Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota : pembangunan tanggul banjir 

rob 

- Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana 

Kabupaten/Kota 

Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 

- Terlaksananya Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota 

- Tersedianya Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 

Kabupaten/Kota 
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16

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp K Rp
OPD 

PELAKSANA 

I Meningkatnya 

kualitas dukungan 

penyelenggaraan 

pemerintahan 

daerah

1.05.01 PROGRAM PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH

Meningkatnya kualitas 

dukungan 

penyelenggaraan 

pemerintahan daerah

10,011,297,860        775,771,744      2,333,146,618   1,723,160,032    2,657,711,744    7,489,790,138      

BPBD

1.1 1.05.01.2.01 Perencanaan, 

penganggaran, dan 

evaluasi kinerja 

perangkat daerah

Meningkatnya kualitas 

dukungan 

penyelenggaraan 

pemerintahan daerah

31,119,800               -                         -                          28,669,800         28,669,800           

1.1.1 1.05.01.2.01.01 Penyusunan dokumen 

perencanaan 

perangkat daerah

Tersedianya dokumen 

perencanaan 

perangkat daerah

1  tahun 31,119,800               -                          28,669,800         28,669,800           

1.2 1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan 

Perangkat Daerah

Meningkatnya kualitas 

dukungan 

penyelenggaran 

pemerintahan daerah

6,031,867,000          385,771,744      1,486,184,067   943,732,122       1,180,369,899    3,996,057,832      

1.2.1 1.05.01.2.02.01 Penyediaan Gaji  dan 

Tunjangan ASN

Tersedianyan 

adminis tras i  

keuangan perangkat 

daerah

1  tahun 6,031,867,000          3 bulan 385,771,744      1,486,184,067   943,732,122       1,180,369,899    3,996,057,832      

1.3 1.05.01.2.05 Administrasi 

kepegawaian perangkat 

daerah

Meningkatnya kualitas 

dukungan 

penyelenggaran 

pemerintahan daerah

82,140,000               -                     -                     -                      73,926,000         73,926,000           

1.3.1 1.05.01.2.05.02 Pengadaan pakaian 

dinas  beserta  atribut 

kelengkapannya

Tersedianya pakaian 

dinas  beserta  

kelengkapannya

1  tahun 82,140,000               -                          73,926,000         73,926,000           

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

K

138 9 10 11

K K

14=7+13 15=14/6x100%

K K K K K K

12

1 2 3 4 5

6 7

Target Kinerja dan Anggaran 

Renja tahun berjalan 2021

Realisasi Kinerja Pada Triwulan

Realisasi Capaian Kinerja dan 

Anggaran Renja perangkat 

daerah  yang Dievaluasi

Realisasi 

Kinerja dan 

Anggaran 

Renstra  

Perangkat 

Daerah s/d 

Tahun 2021 

(Akhir Tahun 

Pelaksanaan 

RKPD Tahun 

2021)

Tingkatan 

Capaian Kinerja 

dan Realisasi 

Anggaran 

Renstra 

perangkat daerah 

tahun 2021 (%)

Perangkat 

Daerah 

Penanggung 

Jawab

I II III IV

Evaluasi Renja Tahun 2021

BPBD Kota Medan

No Sasaran Kode 

Urusan/ bidang Urusan 

Pemerintah Daerah dan 

Program / Sub Kegiatan

Indikator Kinerja 

program (Outcome) / 

Sub Kegiatan (Output)

Target Renstra 

Perangkat 

Daerah pada 

tahun 2016-

2021 (Akhir 

periode 

Renstra)

Realisasi 

Capaian 

Kinerja 

Renstra 

Perangkat 

Daerah tahun 

lalu 2016-2020

 

Tabel I. Evaluasi Renja Tahun 2021 BPBD Kota Medan 

 

 



 
 
  8 
 

1.4 1.05.01.2.06 Administrasi Umum 

Perangkat Daerah

Meningkatnya 

kualitas dukungan 

penyelenggaran 

pemerintahan 

daerah

645,515,600         -                 32,243,500        41,009,600      146,782,970     220,036,070      

1.4.1 1.05.01.2.06.01 Penyediaan 

komponen instalasi 

listrik/penerangan 

bangunan kantor

Tersedianya 

komponen instalasi 

listrik/penerangan 

bangunan kantor 

1  tahun            11,023,600        11,023,600                         - 11,023,600        

1.4.2 1.05.01.2.06.03 Penyediaan 

peralatan rumah 

tangga

Tersedianya 

peralatan rumah 

tangga

1 tahun 20,618,900                      4,968,800          4,968,800 9,937,600         19,875,200        

1.4.3 1.05.01.2.06.04 Penyediaan bahan 

logistik kantor

Tersedianya bahan 

logistik kantor

1 tahun 49,981,600                    11,805,300        11,298,300 24,742,300       47,845,900        

1.4.4 1.05.01.2.06.05 Penyediaan barang 

cetakan dan 

penggandaan

Tersedianya barang 

cetakan dan 

penggandaan

1 tahun 12,791,500                      3,028,400 3,028,400        6,056,800         12,113,600        

1.4.5 1.05.01.2.06.09 Penyelenggaraan 

rapat koordinasi dan 

konsultasi SKPD

Terlaksananya rapat 

koordinasi dan 

konsultasi SKPD

1 tahun 551,100,000                  12,441,000 10,690,500      106,046,270     129,177,770      

1.5 1.05.01.2.07 Pengadaan Barang 

Milik Daerah 

Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah

Meningkatnya 

kualitas dukungan 

penyelenggaraan 

pemerintahan 

77,047,800                                - -                         -                       77,012,800       77,012,800        

1.5.1 1.05.01.2.07.06 Pengadaan peralatan 

dan mesin lainnya

Tersedianya 

peralatan dan mesin 

lainnya

1 tahun 48,047,800           -                       48,047,800       48,047,800        

1.5.2 1.05.01.2.07.10 Pengadaan sarana 

dan prasarana 

gedung kantor atau 

bangunan lainnya

Tersedianya sarana 

dan prasarana 

gedung kantor atau 

bangunan lainnya

1 tahun 29,000,000           -                       28,965,000       28,965,000        
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1.6 1.05.01.2.08 Penyediaan jasa 

Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah

Meningkatnya 

kualitas dukungan 

penyelenggaraan 

pemerintahan 

      2,722,242,660   390,000,000        725,801,051      669,270,959      891,860,760 2,676,932,770   

1.6.1 1.05.01.2.08.02 Penyediaan jasa 

komunikasi, sumber 

daya air dan listrik

Tersedianya jasa 

komunikas, sumber 

daya air dan listrik 

1 tahun 124,946,400         33,594,276        19,946,894      26,095,340       79,636,510        

1.6.2 1.05.01.2.08.04 Penyediaan jasa 

pelayanan umum 

kantor

Tersedianya jasa 

pelayanan umum 

kantor

1 tahun 2,597,296,260      3 bula

n

390,000,000         692,206,775      649,324,065 865,765,420     2,597,296,260   

1.7 1.05.01.2.09 Pemeliharaan 

Barang Milik Daerah 

Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah

Meningkatnya 

kualitas dukungan 

penyelenggaraan 

pemerintahan 

421,365,000         -                 88,918,000        69,147,351      259,089,515     417,154,866      

1.7.1 1.05.01.2.09.02 Penyediaan jasa 

pemeliharaan, biaya 

pemeliharaan, pajak, 

dan perizinan 

kendaraan dinas 

operasional atau 

lapangan

Tersedianya jasa 

pemeliharaan ,biaya 

pemeliharaan,pajak,d

an perizinan 

kendaraan dinas 

operasional atau 

lapangankendaraan 

dinas/operasional

1  tahun          242,615,000                      -          67,063,000        34,657,351      140,320,515 242,040,866      

1.7.2 1.05.01.2.09.09 Pemeliharaan/rehabi

litasi gedung kantor 

dan bangunan 

lainnya

Tersedianya 

pemeliharaan/rehabili

tasi gedung kantor 

dan bangunan lainnya 

1 tahun 90,000,000                  34,490,000        53,319,000 87,809,000        

1.7.3 1.05.01.2.09.11 Pemeliharaan/rehabi

litasi sarana dan 

prasarana 

pendukung gedung 

kantor atau 

bangunan lainnya

Tersedianya 

pemeliharaan 

/rehabilitasi sarana 

dan prasarana 

pendukung gedung 

kantor atau bangunan 

lainnya 

1 tahun 88,750,000           21,855,000                                -        65,450,000 87,305,000        
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2 Meningkatnya  

kesiapsiagaan 

masyarakat 

terhadap 

bencana dan 

persentase 

korban 

bencana yang 

dievakuai dan 

ditangani 

dengan segera

1.05.03 PROGRAM 

PENANGGULANGAN 

BENCANA

Meningkatnya 

kesiapsiagaan 

masyarakat 

terhadap bencana 

      8,851,277,410                      -     1,095,147,250      638,456,000   6,028,324,232 7,761,927,482   

2.1 1.05.03.2.01 Pelayanan Informasi 

Rawan Bencana

Meningkatnya 

kesiapsiagaan 

masyarakat 

terhadap bencana 

928,581,400         -                     -                         262,972,000    594,653,900     857,625,900      

2.1.1 1.05.03.2.01.02 Sosialisasi, 

komunikasi, 

informasi dan 

edukasi (KIE) rawan 

bencana

Terlaksananya 

sosialisasi,komunikas

i, informasi dan 

edukasi rawan 

bencana

1 tahun 928,581,400         262,972,000    594,653,900     857,625,900      

2.2 1.05.03.2.02 Pelayanan 

pencegahan dan 

kesiapsiagaan 

terhadap bencana

Peningkatan 

pencegahan dan 

kesiapsiagaan 

terhadap bencana

5,251,123,760      473,550,000      356,484,000    3,618,702,332  4,448,736,332   

2.2.1 1.05.03.2.02.02 Pelatihan 

pencegahan dan 

mitigasi bencana

Terlaksananya 

pelatihan pencegahan 

dan mitigasi bencana 

1 tahun 146,466,000                         - 146,066,000     146,066,000      

2.2.2 1.05.03.2.02.03 Pengendalian 

operasi dan 

penyediaan sarana 

prasarana 

kesiapsiagaan 

terhadap bencana

Terlaksananya 

pengendalian operasi 

dan penyediaan 

sarana dan prasarana 

kesiapsiagaan 

terhadap bencana 

1 tahun 595,366,200         148,650,000      148,650,000    298,066,200     595,366,200      

2.2.3 1.05.03.2.02.06 Penguatan kapasitas 

kawasan untuk 

pencegahan dan 

kesiapsiagaan

Terlaksananya 

penguatan kapasitas 

kawasan untuk 

pencegahan dan 

kesiapsiagaan

1 tahun 146,466,000         -                       108,216,000     108,216,000      

2.2.4 1.05.03.2.02.07 Penanganan pasca 

bencana

Terlaksananya 

penanganan pasca 

bencana

1 tahun 4,244,292,060             324,900,000 97,845,000      3,066,354,132  3,489,099,132   

2.2.5 1.05.03.2.02.08 Pengembangan 

kapasitas tim reaksi 

cepat (TRC) bencana

Terlaksananya 

pengembangan 

kapasitas tim reaksi 

cepat bencana 

1 tahun 118,533,500         109,989,000    109,989,000      
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2.3 1.05.03.2.03 Pelayanan 

penyelamatan dan 

evakuasi korban 

bencana

Persentase korban 

bencana yang 

dievakuasi dan 

ditangani dengan 

segera

2,671,572,250      621,597,250      19,000,000      1,814,968,000  2,455,565,250   

2.3.1 1.05.03.2.03.02 Respon cepat darurat 

bencana

Terlaksananya respon 

cepat darurat 

bencana 

1 tahun 549,975,000                  31,250,000 19,000,000      419,000,000     469,250,000      

2.3.2 1.05.03.2.03.04 Penyediaan logistik 

penyelamatan dan 

evakuasi korban 

bencana

Tersedianya logistik 

penyelamatan dan 

evakuasi korban 

bencana 

1 tahun 2,121,597,250             590,347,250 -                       1,395,968,000  1,986,315,250   

3 2.19.01 Program Penunjang 

Urusan 

Pemerintahan 

Daerah

Meningkatnya 

kualitas dukungan 

penyelenggaraan 

pemerintahan 

daerah

178,114,400         6,212,000          3,148,000        104,925,400     114,285,400      

3.1 2.19.01.2.13 Penataan Organisasi Meningkatnya 

kualitas dukungan 

penyelenggaraan 

pemerintahan 

daerah

178,114,400         6,212,000          3,148,000        104,925,400     114,285,400      

3.1.1 2.19.01.2.13.03 Peningkatan Kinerja 

dan reformasi 

birokrasi

terlaksananya 

kesegaran jasmani 

aparatur  dan 

terlaksananya 

pembinaan fisik dan 

mental aparatur 

1  tahun          178,114,400            6,212,000          3,148,000      104,925,400 114,285,400      

2. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANGTIDAK  BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
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2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 

 Dari evaluasi kinerja diperoleh beberapa penjelasan secara rasional atas kebehasilan atau 

kegagalan pencapaian target kinerja dalam kaitannya dengan upaya pencapaian tujuan organisasi 

untuk pencapaian tujuan dan sasaran adalah melalui kebijakan yang telah ditetapkan dalam rangka 

strategi daya dengan mengukur dan mengevaluasi kinerja berdasarkan indicator, input, output dan 

outcomes. 

 Untuk menganalisa tingkat keberhasilan dan alasan ketidakberhasilan sasaran tersebut dapat 

dilihat sejauhmana strategis pencapaian disusun berupa kebijakan yang dapat mendukung 

keberhasilan pelaksanaan program,kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan. Berikut ini 

disampaikan realisasi capaian kinerja  : 

Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota 

- Sub kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana 

Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana). Sub kegiatan ini menetapkan Tersedianya pelayanan 

informasi dan edukasi rawan bencana kota selama setahun dengan target 8 kegiatan sosialisasi 

dengan realisasi pelaksanaan 8 kegiatan sosialisasi. Sehingga capaian untuk sub kegiatan 

ini 100 %. 

Capaian kinerja terlaksananya kegiatan layanan informasi rawan bencana Kabupaten/Kota yang 

diberikan 100 % maka, dapat dikatakan bahwa pelaksanaan kegiatan dinyatakan relatif “sudah 

sesuai”  dengan target kinerja Program Penanggulangan Bencana 

Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana 

- Sub kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota. Realisasi 

kinerja peserta pelatihan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana target peserta 

100 orang, yang menghadiri sosialisasi sebanyak 98 orang.(98 100⁄  x 100 % = 98 % ) 

- Sub Kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan 

terhadap Bencana Kabupaten/Kota. Realisasi kinerja tersedianya petugas lapangan 

penanggulangan bencana sebanyak 65 orang dari target 65 orang. (65 65⁄ x100% = 100%) 

- Sub kegiatan Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan. 

Realisasi kinerja terlaksananya penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan 

kesiapsiagaan ada 5 kecamatan dari target 5 kecamatan (5/5 x 100% = 100%) 

- Sub kegiatan Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota. Realisasi kinerja terlaksananya 

penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota yaitu pembangunan tanggul di Kelurahan 

Nelayan Indah sepanjang 198 meter dari target 198 meter (198/198 x100% = 100%) 

- Sub kegiatan Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana 

Kabupaten/Kota. Realisasi kinerja Jumlah Tim Reaksi Cepat (TRC) bencana 

Kabupaten/Kota yang mendapatkan pengembangan kapasitas sebanyak 65 orang dari target 

65 orang peserta TRC. (65/65 x 100% = 100 %) 
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Capaian Kinerja kegiatan layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana sesuai target 

ada 5 sub kegiatan dan pelaksanaannya terlaksana dengan baik  (99,6 %), maka, dapat 

dikatakan bahwa pelaksanan kegiatan dinyatakan relatif “sudah sesuai”  dengan target kinerja 

Program Penanggulangan Bencana. 

Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 

- Sub kegiatan Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota. Realisasi kinerja 

terlaksananya respon cepat darurat bencana kabupaten/kota tersedianya 7910 nasi bungkus 

untuk korban bencana dan tersedianya peralatan penyelamatan untuk petugas dalam 

penanggulangan bencana sebanyak 5 jenis. Capain Kinerja untuk sub kegiatan ini tercapai 

100 %. 

- Sub Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota. 

Realisasi kinerja pemenuhan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana  

tersedianya 33 jenis bantuan logistik dari target 33 jenis. Capaian kinerja untuk sub 

kegiatan ini 100 %. 

Capaian kinerja untuk kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 

terlaksananya 2 sub kegiatan dan pelaksanaannya terlaksana dengan baik  100%, maka, dapat 

dikatakan bahwa pelaksanan kegiatan dinyatakan relatif “sudah sesuai”  dengan target kinerja 

program penanggulangan bencana. 

Berdasarkan indikator kinerja BPBD Kota Medan, diperoleh capaian kinerja sebagai berikut : 

Sasaran meningkatnya kemampuan aparatur dan masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana : 

1. Persentase penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana 

sesuai jenis ancaman bencana dengan target 100 % dan realisasi bencana banjir 0,15% dan 

Angin Puting Beliung 0,10%. 

2. Persentase aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan dengan target 100 % dan realisasi 

0,11%.  

Sasaran meningkatnya pelayanan terhadap korban bencana dengan capaian sebagai berikut : 

1. Persentase warga negara yang mendapat layanan Pusdalops penanggulangan bencana dan sarana 

prasarana penanggulangan bencana target 100 % dan terealisasi sebesar 0,94%.  

2. Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana terealisasi 0. 

3. Persentase petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana dengan target 100 %  dan 

realisasi 100 %.  

4. Persentase korban berhasil dicari,ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana dengan 

target 100 % dan realisasi 0,10%. 

5. Persentase peningkatan penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi lokasi pasca bencana target 

100 % tercapai 100 %  
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2.3.  Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi 

 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah Kota Medan, sebagai berikut : 

1. Wabah Covid-19 yang masih melanda Indonesia. 

2. Peningkatan koordinasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. 

3. Tuntutan masyarakat  dalam pemenuhan segera kebutuhan logistik bencana 

4. Pendangkalan dan abrasi sungai-sungai yang mengalir ke sungai Deli serta  belum optimalnya 

fungsi bangunan pengendali banjir. 

 

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 

 Pada saat penyusunan RKPD tahun 2021, nomenklatur perencanaan anggaran yang 

digunakan masih berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. 

Terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 menggantikan PMDN No 13 

Tahun 2006 sehingga dilakukan pemetaan penyesuaian nomenklatur BPBD. Berdasarkan analisis 

kebutuhan PMDN No. 13 Tahun 2006 ada 5 program dan 35 kegiatan, sedangkan analisis 

kebutuhan berdasarkan PMDN Nomor 90 tahun 2019 yang dilakukan pemutakhiran dengan 

Keputusan Menteri Dalam Negeri No 050-3708 Tahun 2020 menjadi 2 program 11 kegiatan dan 

24 sub kegiatan (Tabel II) . Pemetaan tersebut ada penambahan nomenklatur Sub Kegiatan 

dimana di PMDN sebelumnya hanya nomenklatur program dan kegiatan.. Adapun yang 

membuat perbedaan antara Rancangan Awal RKPD dan hasil analisis kebutuhan adalah  sebagai 

berikut : 

1. Adanya pergantian PMDN Nomor 13 tahun 2006 menjadi PMDN nomor 90 dimana 

nomenklatur sebelumnya program/ kegiatan menjadi program /kegiatan /sub kegiatan. 

2. Adanya Kebijakan  penyesuaian anggaran dikarenakan Wabah Covid-19  masih berlangsung 

dan kebutuhan dilapangan. 

3. Adanya usulan – usulan dari masyarakat melalui Forum OPD. 
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PROGRAM PENUNJANG URUSAN 

PEMERINTAH DAERAH
ADMINISTRASI UMUM

Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan bahan logistik kantor 49,981,600         

Penyediaaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaaan Barang Cetakan dan Penggandaan 12,791,500         

Penyediaan Makan Minum Tamu 151,100,000       

Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi ke Luar 

Daerah
400,000,000       

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan 

bangunan kantor

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan 

kantor
11,023,600         

Penyediaan alat alat kebersihan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga 20,618,900         

PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN 

PEMERINTAHAN DAERAH

Penyediaan Jasa komonikasi, sumber Daya air dan 

listrik
124,946,400        Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 124,946,400       

PENGADAAN BARANG MILIK DAERAHPENUNJANG 

URUSAN PEMERINTAH DAERAH

2,340,000,000     

Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi ke Luar Daerah

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Adminstrasi 

tehnis Perkantoran (65Orang)
2,340,000,000    

DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN 

BERDASARKAN PERMENDAGRI NO 13 TAHUN 2006 

DAN TUSI OPD

NOMENKLATUR SUB KEGIATAN 

BERDASARKAN PERMENDAGRI NO. 90/2019

diperbaharui dengan keputusan menteri dalam negeri no 050-3708

 KETERANGAN 

PROGRAM KEGIATAN

KODE 

NOMENKLATUR URUSAN KOTA

  

Table II.  Review Terhadap Pemetaan Kegiatan OPD Berdasarkan Permendagri No 13 Tahun 2006 Menjadi Permendagri No. 90/2019 
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Program Peningkatan 

sarana Dan Prasarana 

Aparatur

Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor 29,000,000          
Pengadaan Sarana dan Prasaran  Gedung kantor atau 

bangunan lainnya
29,000,000         

Pengadaan Peralatan Gedung kantor 48,047,800          Penyediaan peralatan dan mesin lainnya 48,047,800         

PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAHPENUNJANG 

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor 90,000,000          
Pemeliharaan /rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan 

lainnya
90,000,000         

Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan 

Dinas/Operasional
242,615,000        

Penyediaan Jasa Pemeliharaan ,biaya pemeliharaan,pajak dan 

perizinan kendaraan dinas operasional dan lapangan
242,615,000       

Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung 

kantor
38,750,000          

Pemeliharaan Rutin berkala Peralatan Gedung Kantor 50,000,000          

ADMINISTRASI KEUANGAN

BELANJA TIDAK 

LANGSUNG 
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 6,031,867,000    

PERENCANAA, PENGANGGARAN,DAN EVALUASI 

KINERJA PERANGKAT DAERAH

Program perencanaan 

pembangunan daerah
Penyusunan Renstra 31,119,800          Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 31,119,800         

ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH

Program Peningkatan 

Disiplin Aparatur
Pengadaan Pakaian dinas Beserta Perlengkapannya 82,140,000          Pengadaan Pakaian dinas Beserta Atribut Perlengkapannya 82,140,000         

Pemeliharaaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung 

gedung kantor atau bangunan lainnya
88,750,000         
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PROGRAM PENUNJANG URUSAN 

PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA

Program Peningkatan 

Kapasitas Sumber Daya 

Aparatur

PENATAAN ORGANISASI

Pembinaan Keolahragaan 86,000,000          

Pembinaan fisik dan mental Aparatur 92,114,400          

PROGRAM PENCEGAHAN 

DINI DAN 

PENANGGULANGAN 

KORBAN  BENCANA ALAM

PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA

PELAYANAN INFORMASI RAWAN BENCANA 

KABUPATEN/KOTA

Penyuluhan Peningkatan Kewaspadaan Masyarakat 

terhadap Bahaya Bencana
           132,386,000 

Sosialisasi Peringatan Dini Jalur Evakuasi Gedung 

Bertingkat di Kota Medan
           132,386,000 

Sosialisasi Pengenalan Bahaya dan Resiko Bencana 

terhadap masyarakat di Kota Medan
           132,386,000 

Penyuluhan Pengembangan Budaya Sadar Bencana 

terhadap masyarakat di Kota Medan
           132,386,000 

Pembuatan Brosur, Leaflet, Stiker dan Sejenisnya              62,606,000 

Pelaksanaan Pameran Penanggulangan bencana              60,000,000 

Penyuluhan pengembangan budaya sadar bersih 

sungai/susur sungai
           144,583,000 

Peringatan Hari Kesiapsiagaan Bencana (HKB)            131,848,400 

Total            928,581,400 

Sosialisasi, komunikasi informasi dan Edukasi 

(KIE)Rawan Bencana Kabupaten /Kota (Per Jenis 

Bencana)

928,581,400       

178,114,400       Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi
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PELAYANAN PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN 

TERHADAP BENCANA

Simulasi Penanggulangan Bencana terhadap 

Masyarakat Rawan Bencana di Kota Medan
           146,466,000 

Penguatan Kapasitas Kawasan Untuk Pencegahan dan 

Kesiapsiagaan
          146,466,000 

Pelatihan lanjutan TRC BPBD Kota Medan            118,533,500 
Pengembangana Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) 

Bencana Kabupaten/Kota
          118,533,500 

Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Sebagai 

Relawan Penanggulangan Bencana
           146,466,000 

Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana 

Kabupaten/ Kota
          146,466,000 

Bahan Konstruksi Pasca Bencana
         324,911,000 

Pengkajian Kerusakan Dan Kerugian Pasca Bencana              81,511,000 

Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana         3,837,870,060 

Total         4,244,292,060 

Posko Siaga Bencana            595,366,200 

Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana 

Prasarana KesiapsiagaanTerhadap Bencana 

Kabupaten/Kota

595,366,200       

PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI 

KORBAN BENCANA

Pengadaan Peralatan/perlengkapan penanggulangan 

bencana
           271,500,000 

Pengadaan makan dan minum tanggap bencana            278,475,000 

Bantuan Logistik Bencana            596,597,250 

Transportasi Ekspedisi Bantuan Hibah              25,000,000 

total 17,283,393,410  

Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi 

Korban Bencana Kabupaten/ Kota
621,597,250       

Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota 4,244,292,060    

549,975,000       Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota
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2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan  Masyarakat  

 Mengacu dan berpedoman kepada Undang – undang Nomor 25 tahun 2004 tentang 

sisitem perencanaaan Pembangunan Nasional  dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 

Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pearaturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

tahapan,tatacara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan 

daerah maka proses perencanaan, pemograman dan penganggaran urusan penanggulangan 

bencana dilakukan dengan pendekatan partisipatif,bottom up dan top down planning. Mekanisme 

Partisipatif diwadahi oleh Musrenbang Kota Medan baik dari tingkat kecamatan sampai tingkat 

kota maupun tingkat propinsi dan nasional. Selanjutnya proses perencanaan tersebut dituang 

kedalam Rencana Kerja OPD, KUA/PPAS TA 2020 dan APBD/P.APBD Kota Medan TA. 2020. 

Usulan Program dan kegiatan BPBD Kota Medan dapat dilihat dari Tabel III. 

 

Tabel III. 

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2020 

Badan Penanggulangan Daerah Kota Medan 
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BAB  III 

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 

 

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 

 Pencapaian Sasaran Nasional Penanggulangan Bencana dilaksanakan dengan menerapkan 

Kebijakan Nasional penanggulangan bencana yang terdiri dari:  

1. Penguatan dan Harmonisasi Sistem, Regulasi serta Tata Kelola PB yang efektif dan efisien, dengan 

strategi :  

 a.  Penguatan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan penanggulangan bencana 

 b. Penguatan tata kelola penanggulangan bencana yang semakin profesional, transparan, dan  

akuntabel. 

2. Peningkatan sinergi antar kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan dalam penanggulangan 

bencana, dengan strategi: Penerapan riset inovasi dan teknologi kebencanaan melalui integrasi 

kolaboratif multi pihak . 

3. Penguatan investasi pengelolaan risiko bencana sesuai dengan proyeksi peningkatan risiko bencana, 

dengan strategi: 

a. Peningkatan Sarana Prasarana Mitigasi dan Pengurangan Risiko Bencana;  

b. Penguatan Sistem Kesiapsiagaan Bencana;  

c. Pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana dengan pendekatan rekayasa sosial 

yang kolaboratif (collaborative social engineering);  

d. Peningkatan perlindungan terhadap kerentanan lingkungan di daerah rawan bencana. 

 4. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas penanganan kedaruratan bencana yang cepat dan andal, dengan 

strategi: Penguatan Sistem dan Operasionalisasi Penanganan Darurat Bencana; 

 

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah. 

Tujuan  

Pada tahun 2023 Tujuan dan sasaran BPBD sudah menyesuaikan dengan Rencana Strategis  

Tahun 2021-2026 yaitu : 

Tujuan : Tercapainya pengurangan Risiko bencana dan penanganan darurat yang cepat, tepat, 

efektif, serta terwujudnya pemulihan wilayah pasca bencana  

Sasaran : Menurunnya risiko bencana, terselamatkannya sebanyak mungkin korban bencana 

serta terlaksananya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. 
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3.3 Program Dan Kegiatan 

  Pada  Tahun 2023  penyusunan anggaran berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan 

Pembangunan dan Keuangan Daerah. Pemutakhiran anggaran sesuai dengan Keputusan Menteri 

Dalam Negeri No 050-3708 Tahun 2020 dan dimutahirkan kembali dengan keputusan Mentri 

dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021.  

 

  Berdasarkan Kepmen Nomor 050-5889 Tahun 2021 Nomenklatur Sub Kegiatan 

Penanganan Pasca Bencana Kabupaten / Kota yang sebelum nya masuk dalam Kegiatan Pelayanan 

Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana berubah Menjadi Kegiatan Penataan Sistem 

Dasar Penanggulangan Bencana. 
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Tabel IV 

Rumusan Rencana Program dan kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan maju Tahun 2024 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah 
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BAB  IV 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 

 

Rencana Kerja BPBD tahun anggaran 2023 terdiri dari 2 program, 10 kegiatan dan 25 sub kegiatan 

dan direncanakan anggaran sebsar Rp. 19.818.157.208,- Rumusan rencana program, kegiatan, dan 

sub kegiatan dapat dilihat dari tabel berikut : 

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA 

a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 

 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 

b. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 

 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 

 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 

c. Administrasi Umum Perangkat Daerah 

 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 

 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 

 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 

 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 

 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 

d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 

 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 

e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 

 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 

f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan 

Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 

 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 

 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan 

Lainnya 

2. PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA  

a. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota 

 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana 

Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) 

b. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana 

 Penyusunan Rencana Kontijensi 
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 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota 

 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap 

Bencana Kabupaten/Kota 

 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana 

 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan 

 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota 

 Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana 

c. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 

 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota 

 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 

Kabupaten/Kota 

d. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana 

 Penanganan Pasca Bencana Kabupaten / Kota 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




